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TENTANG
DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

UMUM

Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan merupakan landasan bagi setiap warga negara untuk
memperoleh penghormatan dan penghargaan dari negara atas jasa
dan prestasinya dalam membangun Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut diwujudkan
dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh
Presiden. Dalam rangka pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan tersebut, Presiden dibantu oleh sebuah Dewan yang
bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap
permohonan usul yang diajukan oleh perseorangan, lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah
Daerah, organisasi atau kelompok masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk diatur lebih
lanjut mengenai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
dalam Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai
kedudukan, tugas dan kewajiban, susunan dan keanggotaan Dewan
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, hak keuangan,
sekretariat, tata kerja, dan pendanaan.
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1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait” antara lain kementerian yang
menangani urusan sosial apabila pengajuan usul berkaitan
dengan gelar, kementerian yang menangani urusan pemuda
dan olah raga apabila pengajuan usul berkaitan dengan
pemberian tanda jasa atau tanda kehormatan di bidang olah
raga, kementerian yang menangani urusan pendidikan apabila
pengajuan usul berkaitan dengan pemberian tanda jasa atau
tanda kehormatan di bidang pendidikan.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tugas pembantuan” adalah penugasan

dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi dan/atau
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pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas
tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah
seseorang yang telah memiliki Tanda Jasa dan/atau Tanda

Kehormatan berupa bintang Republik Indonesia atau
bintang mahaputera.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “unit kerja” adalah unit kerja yang menangani
atau membidangi urusan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda Kehormatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
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Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
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